PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR : 188/ %98/438.1.1.3/2021

TENTANG

PEMBERIAN INSENTIF

BAGI TENAGA KESEHATAN YANG MENANGANI CORONA VIRUS DISEASE 2019
PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

Menimbang :

Mengingat

a.

1.

KABUPATEN SIDOARJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

bahwa sebagai bentuk apresiasi dan penghargaan bagi tenaga
kesehatan yang menangani Corona Virus Disease 2019
(COVID-19) di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten
Sidoarjo, perlu memberikan insentif;

bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 Peraturan Menteri Keuangan
Republik Indonesia Nomor 17/PMK.07/2021 tentang
Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun
Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan
Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan
Dampaknya, Pemerintah Daerah menyediakan dukungan
pendanaan penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019
(COVID-19) antara lain untuk pemberian insentif bagi tenaga
kesehatan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan
Bupati tentang Pemberian Insentif Bagi Tenaga Kesehatan
yang Menangani Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) pada
Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah
Kabupaten Sidoarjo;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur,
juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang
Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah
Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2730);

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah
Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3273);
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Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004  tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4355);
Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik
Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4431);
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4438);
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang
Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5038);
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5063), sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,
Tambahan Lembaran Negara  Republik  Indonesia
Nomor 6573);
Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5072), sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,
Tambahan  Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6573);
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
toneetn oo dangen (Lembaran Negara Republ
Negara Republik Indonesia Ic\)lr:lgll;r 8522,34Tambaha1:1 embaran
. ), sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019
gaembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Ngﬁgi 6lci_f;»é)';I‘ambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Undang-Undang Nomor 23 T
Pemerintahan Daerah (Lembaran NeggrinRepi%}i‘l‘c Inéentaqg
Tahun 2014 onesia
Nomor 244, Tambahan Lembaran Ne
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah di gbaz:ﬁ
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomc?xi1 11
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan LemI:)u ,
Se%ara R{.;plélblik Indonesia Nomor 6573); aran
ndang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentan
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Ta%ur’ll‘egg 1g:

Nomor 298, Tambahan Lembaran N : .
Nomor 5607); egara Republik Indonesia
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Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 173, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6391);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021
tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa
Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung
Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)
dan Dampaknya (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 149);

Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2020
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Sidoarjo Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah
Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 1 Seri A);

Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.
01.07/Menkes/4239/2021 tentang Pemberian Insentif dan
Santunan Kematian Bagi Tenaga Kesehatan Yang Menangani
Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);

MEMUTUSKAN :

Pemberian Insentif Bagi Tenaga Kesehatan yang Menangani
Corona Virus Disease 2019 pada Badan Layanan Umum
Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Insentif sebagaimana dimaksud diktum kesatu diberikan

setiap bulan dengan besaran maksimal per bulan sebagai

berikut:

a. Dokter Spesialis sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas
juta rupiah);

b. Dokter Umum dan Dokter Gigi sebesar Rp. 10.000.000,00
(sepuluh juta rupiah);

c. Bidan dan Perawat sebesar Rp. 7.500.000,00 (tujuh juta
lima ratus ribu rupiah);

d. Tenaga Kesehatan lainnya sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima
juta rupiah).

Besaran insentif yang diterima oleh masing-masing tenaga
kesehatan yang menangani Corona Virus Disease 2019
(COVID-19) pada Rumah Sakit Umum Daerah dihitung sesuai
ketentuan dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.
01.07/Menkes/4239/2021 tentang Pemberian Insentif daq
Santunan Kematian Bagi Tenaga Kesehatan Yang Menangani
Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
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Insentif bagi tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud
diktum kesatu bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU)
Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2021 dengan
memperhatikan tingkat perkembangan kasus Corona Virus
Disease 2019 (COVID-19) di Kabupaten Sidoarjo.

Insentif bagi tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud
diktum kesatu, diberikan terhitung sejak bulan Januari 2021.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2021.

Ditetapkan di Sidoarjo,
pada tanggal 9 Juni 2021




